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Abstrak – Perkembangan  suatu kota akan mendorong peningkatan kebutuhan akan permukiman. Pemilihan kawasan permukiman yang 
tidak sesuai akan berakibat penurunan kualitas lingkungan dan bencana alam, bahkan dapat berakibat kerusakan dan korban jiwa yang 
lebih besar apabila terjadi bencana. Kota Palu adalah salah satu kota yang terus mengalami perkembangan, di sisi lain Kota Palu merupakan 
daerah yang rawan bencana sehingga dalam penentuan kawasan permukiman harus memperhatikan potensi bencana di daerah tersebut. Dalam 
penelitian ini dilakukan analisis spasial dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan kawasan permukiman yang sesuai di 
Kota Palu. Penentuan kawasan permukiman dalam penelitian ini diawali dengan penetuan kawasan lindung dan budidaya berdasarkan SK 
Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/1981, hasilnya kemudian dioverlay dengan peta Zona 
Rawan Bencana (ZRB). Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesuaian lahan permukiman di Kota Palu yang sangat sesuai sebesar 14.45%, 
sesuai 24.27%, kurang sesuai 54%, dan tidak sesuai 7.28%. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan suatu kota diikuti pertumbuhan 
penduduknya, baik dari pertambahan penduduk kota 
itu sendiri ataupun dari daerah lain yang bermigrasi ke 
kota. Peningkatan jumlah penduduk meningkatkan 
kebutuhan akan permukiman. Pesatnya pembangunan 
di wilayah perkotaan mendorong perubahan 
penggunaan lahan yang sangat dinamis [1]. 
Keterbatasan lahan yang tersedia mendorong 
penggunaan lahan untuk permukiman yang tidak 
sesuai dengan peruntukannya [2]. Geomorfologi dan 
topografi tanah adalah beberapa faktor yang 
menentukan penggunaan lahan [3]. Perubahan 
penggunaan lahan yang tidak terkendali untuk 
kawasan permukiman dapat menurunkan kualitas 
lingkungan [4], bahkan dapat menyebabkan bencana 
alam [5]. Pembangunan kawasan permukiman yang 
tidak terkendali dan tanpa memperhatikan potensi 
bencana hanya akan menimbulkan kerusakan dan 
korban jiwa yang besar apabila terjadi bencana di 
daerah tersebut. 

Bencana alam adalah sesuatu yang sulit diprediksi 
kapan terjadinya, namun dapat menyebabkan 
kerugian dan korban jiwa yang besar. Hingga saat ini 
manusia hanya dapat memprediksi dan mengurangi 
dampak negatifnya. Salah satu upaya dalam mitigasi 
bencana adalah dengan menentukan kawasan 
permukiman dengan mempertimbangkan resiko 
bencana yang mungkin terjadi. Berbagai penelitian 
telah mengidentifikasi peningkatan kerentanan 
masyarakat terhadap bencana yang merupakan imbas 
dari peningkatan populasi di daerah yang mengalami 
peningkatan ekonomi, tekanan lingkungan dan rawan 
bencana [6]–[8]. Pemetaan kesesuaian lahan, 

berdasarkan Sistem Informasi Geografis (SIG), adalah 
salah satu aplikasi yang paling berguna dalam 
perencanaan dan pengelolaan tata ruang [9], [10]. 

Kota Palu merupakan salah satu daerah yang rawan 
bencana karena dilalui oleh sesar aktif palu koro. 
Kejadian bencana gempa bumi pada tanggal 28 
September 2018 yang diikuti bencana tsunami, dan 
likuifaksi memberikan dampak kerugian dan korban 
jiwa yang besar. Kerusakan dan kerugian dari sektor 
perumahan dan permukiman berada diurutan 
pertama. Berdasarkan data Puspenas sektor 
perumahan dan permukiman mengalami kerusakan 
sebesar 396,76 miliar dan kerugian 3,863 triliun 
dengan jumlah rumah yang rusak berat 3.069, rusak 
sedang 4.969, dan rusak ringan 47.634 [11].  

Pertumbuhan penduduk Kota Palu terus mengalami 
peningkatan, jumlah penduduk Kota Palu Tahun 
2017 adalah 379.593 jiwa dengan laju pertumbuhan 
1,54 % [12]. Peningkatan jumlah penduduk diikuti 
dengan peningkatan kebutuhan lahan permukiman. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesesuian 
lahan permukiman berdasarkan kondisi fisik lahan 
dan kerawanan bencana sebagai salah satu upaya 
dalam mitigasi bencana di Kota Palu.   

 

METODE  

Penelitian ini menganalisa kesesuaian lahan 
permukiman di Kota Palu yang merupakan ibu kota 
Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu terletak di 
0º,36” - 0º,56” LS dan 119º,45” - 121º,1” BT dengan 
luas 395,06 km2 yang terdiri dari 8 kecamatan [12] 
seperti terlihat pada Gambar 1. 



 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan data fisik lahan yaitu 
kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah serta 
peta Zona Rawan Bencana (ZRB) yang diperoleh dari 
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi 
Sulawesi Tengah. Penelitian diawali dengan 
penentuan kesesuaian kawasan lindung dan budidaya 

berdasarkan kriteria dalam SK Mentan 
No.837/Kpts/Um/11/1980 [13] dan SK Mentan 
No.683/Kpts/Um/8/1981 [14] yang menggunakan 
tiga variabel yaitu kemiringan lereng, curah hujan, dan 
jenis tanah. Skoring variabel penentuan kawasan 
lindung dan budidaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Skoring variabel penentuan kawasan lindung dan budidaya 

Variabel Klasifikasi Keterangan Skor 

Kemiringan lereng 0% - 8%  Datar 20 

8% - 15%  Landai 40 

15% - 25% Agak Curam 60 

25% - 45% Curam 80 

˃ 45% Sangat Curam 100 

Curah hujan  

(mm/hari hujan) 

0 – 13,6 Sangat Rendah 10 

13,6 – 20,7 Rendah 20 

20,7 – 27,7 Sedang 30 

27,7 – 34,8 Tinggi 40 

˃ 34,8 Sangat Tinggi 50 

Jenis tanah Aluvial, Tanah Glei Planosol Hidromorf Kelabu, Literita Air Tidak Peka 15 



 

Tanah 

 Latosol Agak Peka 30 

 Brown Forest Soil, Non Calcis Brown, Mediteran Kurang Peka 45 

 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik Peka 60 

 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka 75 

    

Penentuan kesesuaian lahan kawasan lindung dan 
budidaya didasarkan atas hasil perhitungan total skor 
dan overlay dari ketiga variabel. Kriteria penentuan 
kawasan lindung dan budidaya ditunjukkan pada 
Tabel 2. 

Tabel 2.  Kriteria penentuan kawasan lindung dan 
budidaya 

Fungsi Kawasan Total Skor 

Kawasan lindung ≥ 175 

Kawasan penyangga 125 - 174 

Kawasan budidaya  < 125 

Penentuan kesesuaian lahan permukiman dilakukan 
dengan skoring dan overlay peta kawasan lindung dan 
budidaya dengan peta ZRB. Peta ZRB membagi 
wilayah Kota Palu menjadi empat zona yaitu zona 
terlarang (ZRB 4), zona terbatas (ZRB 3), zona 
bersyarat (ZRB 2), dan zona pengembangan (ZRB 
1)Skoring variabel penentuan kesesuaian lahan 
permukiman dilihat pada Tabel 3.  

 Tabel 3.  Skoring variabel penentuan kesesuaian lahan 
permukiman 

Variabel Klasifikasi Skor 

Kawasan lindung dan 
budidaya 

Kawasan lindung 1 

Kawasan penyangga 1 

Kawasan budidaya 3 

Zona Rawan Bencana 
(ZRB) 

ZRB 4 0 

ZRB 3 1 

ZRB 2 2 

ZRB 1 3 

Diagram alir penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 
2. 

 

Gambar 2. Diagram alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil analisa kesesuaian lahan permukiman 
berdasarkan kondisi fisik lahan dan kerawanan 
bencana menunjukkan bahwa wilayah Kota Palu 
sebagian besar masuk dalam kategori kurang sesuai 
dan tidak sesuai dengan total luas mencapai 61.28%. 
Kawasan yang sesuai untuk kawasan permukiman 
berada pada bagian tengah membentang dari selatan 
ke utara seperti terlihat pada Gambar 3., dengan luas 
yang masuk kategori sangat sesuai 57.07 km2 
(14.45%) dan yang sesuai 95.89 km2 (24.27%). Tabel 
4. menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan 
Mantikulore memiliki luas kesesuaian lahan 
permukiman paling luas yaitu 50.29 km2 (12.73%), 
dan untuk yang memiliki luas paling kecil adalah 
Kecamatan Ulujadi yaitu 4.57 km2 (1.16%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.  Hasil analisa kesesuaian lahan permukiman 

Kecamatan Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai 

Peta kemiringan 

lereng 

Peta jenis 

tanah 

Peta curah 

hujan 

Overlay 

Peta kawasan lindung 

dan budidaya 
Peta ZRB 

Overlay 

Peta kesesuaian lahan 

permukiman 



 

Luas (km2) % Luas (km2) % Luas (km2) % Luas (km2) % 

Palu Barat 2.41 0.61 3.13 0.79 1.82 0.46 0.92 0.23 

Palu Timur 1.18 0.3 5.73 1.45 0.48 0.12 0.33 0.08 

Palu Selatan 11.71 2.97 10.86 2.75 2.32 0.59 2.49 0.63 

Palu Utara 12.55 3.18 16.89 4.27 - - 0.5 0.13 

Ulujadi 0.99 0.25 3.58 0.91 13.89 3.52 21.78 5.51 

Tatanga 3.69 0.93 6.14 1.55 4.78 1.21 0.35 0.09 

Mantikulore 15 3.8 35.3 8.94 154.68 39.15 1.82 0.46 

Tawaeli 9.54 2.41 14.26 3.61 35.37 8.95 0.58 0.15 

Total 57.07 14.45 95.89 24.27 213.34 54 28.76 7.28 

 

Wilayah yang masuk dalam kategori tidak sesuai 
merupakan wilayah yang masuk ZRB 4 dan atau 
merupakan kawasan lindung/penyangga sehingga 
tidak boleh dijadikan daerah permukiman, bahkan 
apabila telah ada permukiman di kawasan tersebut 
disarankan untuk direlokasi. Kawasan yang masuk 
dalam kategori kurang sesuai tidak disarankan untuk 
dibangun kawasan permukiman baru karena wilayah 
tersebut masuk dalam ZRB 3 ataupun merupakan 

kawasan yang sesusai untuk kawasan lindung/ 
penyangga. Perkembangan permukiman baru 
disarankan untuk dibangun di kawasan yang masuk 
kategori sesuai dan sangat sesuai karena daerah 
tersebut masih masuk dalam ZRB 1/ZRB 2 dan 
merupakan kawasan budidaya sehingga secara kondisi 
fisik lahan dan kerawanan bencana daerah tersebut 
cocok untuk kawasan permukiman. 

 

Gambar 3. Peta kesesuaian lahan permukiman  

 



 

Menurut data luas 
tutupan lahan untuk permukiman di Kota Palu 
Tahun 2017 [15] seperti yang terlihat pada Tabel 
5. menunjukkan bahwa beberapa wilayah 
kecamatan di Kota Palu sudah tidak dapat 
dikembangkan sebagai daerah permukiman baru. 
Wilayah Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi 
bahkan ada sebagian area permukimannya yang 
masuk kategori kurang sesuai/tidak sesuai 
sehingga disarankan untuk direlokasi. Wilayah 
yang paling memungkinkan untuk 
dikembangkan sebagai kawasan permukiman 
baru berdasarkan luas lahan yang sesuai dan luas 
permukiman Tahun 2017 adalah Kecamatan 
Mantikulore, namun pengembangan kawasan 
baru untuk permukiman juga harus 
mempertimbangkan penggunaan lahan lainnya 
seperti untuk pertanian, ruang terbuka hijau, 
penyediaan fasilitas dasar dan kebutuhan lain 
yang diperlukan oleh masyarakat.  

Tabel 5.  Perbandingan luas lahan yang sesuai untuk 
permukiman dengan luas permukiman 
Tahun 2017 

Kecamatan Luas Lahan 
Sesuai (km2) 

Luas 
Permukiman 

(km2) 

Selisih 

Palu Barat 5.54 5.87 -0.34 

Palu Timur 6.9 5.83 1.08 

Palu Selatan 22.57 10.19 12.38 

Palu Utara 29.44 2.88 26.56 

Ulujadi 4.57 5.3 -0.73 

Tatanga 9.83 5.52 4.31 

Mantikulore 50.30 16.11 34.19 

Tawaeli 23.8 2.5 21.31 

 

KESIMPULAN  

Kesesuaian lahan permukiman di Kota Palu 
berdasarkan kondisi fisik lahan dan kerawanan 
bencana dari hasil penelitian diperoleh luas lahan 
yang sangat sesuai 57.07 km2 (14.45%), sesuai 
95.89 km2 (24.27%), kurang sesuai 213.34 km2 
(54%), dan tidak sesuai 28.76 km2 (7.28%). 
Wilayah kecamatan yang memiliki kesesuaian 
lahan permukiman paling luas adalah kecamatan 
Mantikulore, sedangkan paling kecil adalah 
Kecamatan Ulujadi. Berdasarkan perbandingan 
dengan luas permukiman Tahun 2017 
Kecamatan Palu Barat dan Ulujadi sudah tidak 
dapat dikembangkan sebagai daerah 
permukiman.  
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